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ABSTRACT 

 

The performance of law enforcement becomes a crucial problem for Indonesia. 

The Attorney as one of the law enforcement agencies is required to play a greater 

role in upholding the supremacy of the law; public interest accounts; enforcement 

of human rights; as well as the prevention, prosecution and eradication of 

criminal acts of corruption, but the prosecutor's investigator who should form the 

law as commander, the standard of treatment with maladministration. This study 

aims to determine and analyze 1) factors causing maladministration can occur in 

the process of investigation of corruption by the prosecutor; and 2) sanctions that 

can be imposed on maladministration conducted by the prosecutor as 

investigators of corruption. This research uses normative juridical approach by 

using quantitative research type. The result of the research shows the cause 

factor. Maladministration conducted by the prosecutor as investigators of 

corruption can be punishment to criminal sanctions, civil law sanctions, and 

administrative sanctions. 

Keywords: Corruption, Maladministration, Prosecutor's Investigations. 
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ABSTRAK 

 

Kinerja penegak hukum menjadi masalah krusial yang dihadapi Indonesia. 

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih 

berperan dalam menegakkan supremasi hukum; perlindungan kepentingan umum; 

penegakan hak asasi manusia; serta pencegahan, penindakan, dan pemberantasan 

tindak pidana korupsi, namun penyidik Jaksa yang semestinya berperan 

menjadikan hukum sebagai panglima, justru mengabaikan standar administrasi 

dengan melakukan tindakan maladministrasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis 1) faktor-faktor penyebab maladministrasi dapat 

terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan; dan 2) 

sanksi yang dapat dikenakan terhadap maladministrasi yang dilakukan oleh 

Kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal merupakan 

penyebab maladministrasi dalam proses tindak pidana korupsi. Maladministrasi 

yang dilakukan oleh Kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi dapat 

dikenakan sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, dan sanksi administratif. 

 

Kata kunci: Korupsi, Maladministrasi, Penyidik Kejaksaan. 
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